
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dimasa sekarang ini fenomena dunia pendidikan di lndonesia menunjukkan 

bahwa masih banyak sekoJah-sekolah yang belum efektif dalam menjalankan 

Banyak sekolah mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsinya yang ditandai 

dari rendahnya mutu lulusan, pelayanan yang tidak memuaskan pelanggan 

pendidikan, dan kinerja guru rendah. Faktor yang menyebabkan hal tersebut antara 

lain adalah karena peran serta masyarakat kurang diberdayakan. Padahal pelaku 

penyelenggara sistem pendidikan di negeri ini sejak zaman sebelum kemerdekaan 

secara realitasnya bukan hanya pihak pemerintah saja melainkan juga melibatkan 

pihak masyarakat (Makmun 2001 : 43). 

Program sekolah dan keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan 

kepala sekolah untuk mengelola I memanaj anggotanya dan masyarakat dengan 

berbagai somber daya yang ada dalam mencapai tujuan sekolah atau tujuan 

pendidikan, sebaga.imana yang tennaktub dalam pasal4 ayat 6 UU Sisdiknas No. 20. 

Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 

melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan 

pendidikan (2003 : 9). 

1 



2 

Penguasaan pengetahuan tentang manajemen pendidikan dibutuhkan kepala 

sekolah mengingat fungsi kepala sekolah adalah menggerakkan sumberdaya manusia 

yang ada di lingkungan organisasi sekolah dan masyarakat setempat untuk mencapai 

tujuan yang teJah ditetapkan. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, kepala sekolah 

berhadapan dengan manusia yang memiJiki pikiran dan perasaan yang berbeda~beda 

dan tidak terlalu patuh dengan instruksi. Menggerakkan sumberdaya manusia, 

memerlukan kiat~kiat khsusus an 

perbedaan individual dari swnber daya manusia yang ada. Agar kepala sekolah 

marnpu rnerumuskan kiat-kiat khusus rnenggerakkan swnberdaya manusia, maka 

! 
diperluk:an stmtegi Manajemen Komite Sekolah dalam pemberdayaan dana 

pembelajaran sekoiah. 

Desentralisasi pendidikan di tingkat sekolah merupakan satu bentuk 

desentralisasi yang Jangsung sampai ke ujung tombak pendidikan di lapangan. J ika 

Kantor Cabang Dinas Pendidikan · Kecamatan dan Kantor Dinas Pendidikan 

Kabupaten I Kota memiliki peran sebagai fasilitator dalam proses pembinaan., 

pengarahan. pemantauan dan peniJaian, maka sekolah seharusnya diberikan peran 

nyata dalam perencanaan., pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini disebabkan karena 

proses interaksi edukatif sekolah merupakan inti dari proses pendidikan yang 

sebenarnya. Oleh karena itu, bentuk desentralisasi pendidikan yang paling mendasar 

adalah yang d.iJaksanakan oJeh sekolah, dengan menggtmakan komite sekolah sebagai 

wadah pemberdayaan peran serta masyarakat, dan dengan menerapkan Manajemen 
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Berbasi's Sekolah (MBS) ·sebagai proses pelaksanaan Jayanan pelldidikan secara nyata 

di dalam masyarakat. 

Berdasarkan Undang-Undang nomor 25 tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan NasionaJ (Propenas) tahwt 2000-2004. dalam rangka pemberdayaan 

dan peningkatan peran serta masyarakat perlu dibentuk Dewan Pendidikan di tingkat 

kabupatenlkota dan Komite Sekolah pada tingkat satuan pendidikan. Amanat rakyat 

maupun di tingkat sekolah. Amanat mkyat dalam Undang-Undang tersebut telah 

. ditindak lanjuti dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004/U/2002, 

tangga12 April2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. 

Patadigma Manajemen Berbasis Sekolah beranggapan babwa jalan masuk 

yang terdekat menuju peningkatan mutu dan relevat\Si pendidika.n adalah 

demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan. Kepala sekolah; guru dan 

masyarakat adnlab pelaku utama terdepan dalam penyelenggaraan pend.idikan di 

sekolah, sehingga sega1a keputusan mengenai penanganan persoalan pendidikan pada 

tingkat mikro harus dihasilkan dari interaksi dari ketiga pihak tersebut. Masyarakat 

sebagai stakeholder pendidikan yang memiliki kepentingan akan keberhasilan 

pendidlkan cfi sekolah, karena mereka adalab pembayar/penyartdang dana pendidikan 

baik Jangsung melalui uang sekolah (uang komite sekolah) maupun tak: langsung 

melalui .pajak, sehingga sekolah seharusnya bertanggung jawab terhadap masyamkat. 
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lntensitas yang disebut sebagai "masyarakat" itu sangat kompleks dan tak 

terbatas (hoderless), sehingga sangat sulit bagi sekolah untuk berinteraksi dengan 

masyarakat sebagai stakeholder pendidikan Untuk penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah, maka konsep masyarakat itu pe:rlu disederhanakan (simplified) agar menjadi 

mudah bagi sekolah melakukan hubungan dengan masyarakat itu. Penyedernanaan 

konsep masyarakat itu diJakukan melalui "perwakilan" fungsi stakeholder. dengan 

·alan membentuk komite sekolah . 

mungkin dapat mempresentasikan keragaman yang ada agar benar-be.nar dapat 

mewakili masyarakat. Dengan demikian, interaksi antara selrolah dengan masyarakat 

dapat diwujudkan melalui mekanisme pengambilan keputusan antara sekolah dengan 

komite sekolah. 

Sebagaimana tujuan pembentukan komite -sekolah dalam Ditien (2003:16) 

adalah untuk : 

a. Mewadahi dan menyalurkan aspira!ri dan prakarsa musynmkat dalam 

melabirkan kebijakan dan program pendidikan disatuan pendidikan ; 

b. Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh tapisan 

masyarakat dalam penyelenggaran pendidikan ; 

c. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel. dan demokratis 

dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bennutu di satuan 

pendidikan 
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Namun pada pelaksanaanya, temyata peran komite sekolah masih jauh dan 

batllam cenderung menyinqmtg dari-konsep yang sebenarnya. Komite sekolah yang 

seharusnya mendorong sekolah dalam upaya peningkatan mutu malah cenderung 

rnerasa sebagai penguasa d.i sekolah. SeJain itu ada komite sekolah yang hanya 

merqpakan simbol saja dan lebih mengutamakan kepentingan kepala sekolah. 

Menurut ICW (2004) bahwa personil komite sekolah dipilih orang-orang yang 

meru kroni dari k 

melakukan perannya.. Bahkan menurut Sukri (2004) _ 

sekolah di. berbagai sekolab sangat rendah kualitasnya sehingga perlu mendapat 

pembinaan dari pihak yang berkompeten, atau jelasnya komite sekolah perlu 

disekolahk.an lagi. Yang dikemukakan oleh ICW maupun Sukrr. mungkin ada 

benamya, namun apakah juga di SMP Negeri 3 Sunggal juga teljadi hal demikian. 

Jawabannya belum tentu. Dasar inilah yang menjadi peneliti berkeinginan meneliti 

untuk 'mengetahui sejnuh mana kcbcnaran hal terse but, khususnya di SMP Negeri 3 

Sunggal. Adapun inti pennasalahan peneJitian ini dirangkwn dalam fokus 

pennasalahan melalui pertanyaan penelitian berikut ini. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Secara wnum permasalahan penelitian ini difokuskan pada strategi manajemen 

komite sekolah dalam pemberdayaan dana pembelajaran di SMP Negeri J Sunggal. 

Permasalahan tersebut dijabarkan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang 

kemudian dijadikan acuan dalam penelitian : 
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1. Bagaimana manajemen sekoJah memberdayakan Komite Sekolah dalam 

pemberdayaan dana pembelajaran ? 

2. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Komite Sekolah dalam 

menghimpun dana untuk kelancaran proses penibelajaran ? 

J. Bagaiinana peran Komite S'ekola.h dalarn rnenetapkan strategi. pen_gelolaan 

(management) dana pembelajaran ? 

4. B 

oleh KepaJa Sekolah ? 

5. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat pelaksanaan tugas Komite 

Sekolah? 

C.. Tujuan. Penelitian 

1. Untuk mengetahui manajemen sekolah memberdayakan Komite Sekolah 

d,alam pemberdayaan dana pembelajaran ? 

2. Untuk mengkaji upaya-upaya Komite Sekolah dalam menghimpun dana untuk 

keJancaran pembelajaran 

3. Untuk mcngetahui peran Komite Sekolah dalam menentuk:an strategi 

manajemen sekolab dalam memberdayakan dana pembelajaran. 

4. ·untuk mengetahui implementasi kebijakan Komite ·Sekolah tentang dana 

sekolah oleh Kepala SekOhih. 

5_ Untuk mengetahui Jaktor.:.faktor yang menjadi penghan:ibat peJaksanaan tugas 

Komite Sekolah. 
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D. Kegunaan Peoelitian 

t Secarn praktis bahan masukan bagi Kepala SekoJah-KepaJa SekoJah dalam 

pemberdayarut Komite Sekolah. 

2. Pedornan (acuan) bagi Stokeholder yang dipercayakan sebagai mewakili 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 

3. Secara teoretis dapat dijadikan bahan bagi peneliti-peneliti lain yang 

berhubwtgan den 

manajemen pendidikan. 


